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P U T U S A N

Nomor 1840/Pdt.G/2020/PA.Tmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Kota  Tasikmalaya  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon,  umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai

Negeri  Sipil,  tempat  kediaman di  Kota  Tasikmalaya,  sebagai

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur  46  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  Kota

Tasikmalaya,  sebagai  Termohon  Konvensi/Tergugat

Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi dan

Termohon  Konvensi/Penggugat  Rekonvensi,  serta  telah  memeriksa  alat-alat

bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dengan  surat  permohonannya  tertanggal  17

September  2020 telah  mengajukan  gugatan  Cerai  Talak yang  didaftar  di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 12 Oktober

2020 dengan register perkara Nomor  1840/Pdt.G/2020/PA.Tmk, dengan dalil-

dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  22  Juni  1992,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa
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Barat  tercatat  sebagaimana  dalam  kutipan  akta  nikah  nomor:

368/174/Vl/1992, tertanggal  22 Juni 1992;  

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah

bersama  Termohon  dan  pernah  merasakan  kehidupan  berumah  tangga

yang bahagia, telah bergaul layaknya suami istri dandikaruniai3 (tiga) orang

anak;  

3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula

harmonis, namun tahun 2011 mulai goyah sehingga terjadi percekcokandan

puncaknya terjadi pada 2015, sehingga menyebabkan pisahrumah kurang

lebih 5 (lima) tahun;  

4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

dikarenakan dalam keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan

dan  keharmonisan,  Termohon  tidak  menerima  keadaan  Pemohon,

Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon,sehingga Pemohon tidak

dapat menerima hal tersebut;  

5. Bahwa  usaha  untuk  mempertahankan  rumah  tangga  antara

Pemohon  dengan  Termohon  telah  ditempuh  dan  diupayakan  melalui

musyawarah  dengan  melibatkan  keluarga,  namun  usaha  tersebut  tidak

berhasil;  

6. Bahwa  keutuhan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan

Termohon  sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  dan  sudah  tidak  ada

harapan  berumah  tangga  dengan  tentram  dan  damai  maka  Pemohon

berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;  

Bahwa berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;  

2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Kota Tasikmalaya;  

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi

Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Pemohon dan

Termohon di persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa  untuk  memenuhi  pensyaratan  mengajukan  perceraian  dalam

status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin

dari  atasan  berdasarkan  Surat  Izin  Nomor  474.4/Kep.515-BKPSDM/2020

tanggal  01  September  2020  yang  dikeluarkan  oleh  Wakil  Wali  Kota

Tasikmalaya;

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Pemohon dan  Termohon

untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs.

H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum tanggal 19 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak

berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat  permohonan Pemohon yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  atas  permohonan Pemohon  tersebut,  Termohon  mengajukan

jawaban  dalam konvensi  secara  tertulis  dan  sekaligus  gugatan  Rekonvensi

secara lisan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

 Bahwa  Termohon  menolak  dalil-dalil  permohonan  Pemohon,  kecuali

yang secara tegas diakui; 

 Bahwaa tidak benar pisah rumah pada tahun 2015,  yang sebenarnya

adalah pisah rumah pada tahun 2016; 

 Bahwa tidak benar pisah rumah karena Termohon tidak taat dan patuh

keapda Pemohon, yang sebenarnya adalah Pemohon meninggalkan rumah

dan tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Termohon dan

Pemohon, dan Pemohon sudah menikah lagi; 

 Bahwa  tidak  benar  Termohon  dan  Pemohon  menyelesaikan  kemelut

telah melibatkan pihak keluarga, yang sebenarnya tidak pernah sama sekali

ada pertemuan dengan pihak keluarga; 

 bahwa Termohon meminta hak-hak Termohon dan anak-anak Termohon

dengan Pemohon dipenuhi sebagaimana mestinya; 
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DALAM REKONVENSI

 Bahwa  Termohon  menuntut  kepada  Pemohon  apabila  berkeinginan

menceraikan Termohon yakni :

 Biaya Pendidikan untuk ketiga anak Termohon dan Pemohon sejumlah

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulan; 

 nafkah lampau yang telah dilalaikan Pemohon kepada Termohon sejak

pisah tempat tinggal yaitu 1/3 dari gaji Pemohon sebagai PNS;

Bahwa  atas  jawaban  dalam  konvensi  dan  gugatan  Rekonvensi

Termohon  Konvensi/Penggugat  Rekonvensi  tersebut,  Pemohon  Konvensi/

Tergugat  Rekonvensi  mengajukan  replik  dalam  konvensi  sekaligus  jawaban

dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

 Bahwa benar jawaban Termohon pada angka 2 dan 3; 

 Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 4, sebab sebelum

Pemohon  dan  Termohon  pisah  telah  diupayakan  pihak  keluarga  untuk

merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; 

DALAM REKONVENSI

 Bahwa  benar  anak  Pemohon  dan  Termohon  sedang  menempuh

pendidikan, namun Pemohon menolak dalil-dalil tuntutan/gugatan rekonvensi

Termohon  sepanjang  mengenai  biaya  nafkah  anak  dan  pendidikan  serta

nafkah lampau, karena penghasilan Pemohon tidak utuh lagi diterima setiap

bulannya sebab Pemohon memiliki beban utang pada Bank BJB Jawa Barat;

Bahwa  atas  replik  dalam  konvensi  dan  jawaban  dalam  Rekonvensi

Konvensi  /  Tergugat  Rekonvensi  tersebut,  Termohon  Konvensi/Penggugat

Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi

sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

 Termohon tetap pada jawaban semula; 

DALAM REKONVENSI

 Termohon tetap pada tuntutan Termohon kepada Pemohon;
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Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat

Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap

pada jawaban Rekonvensinya; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  Nama  Xxxxx  Nomor

3278053004640002 Tanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor

Pemerintah  Kota  Tasikmalaya,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 368/174/Vl/1992 Tanggal 22 Juni 1992,

yang dikeluarkan oleh KUA Kawalu Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut

telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen  pos  dan  telah  dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P.2; 

3. Fotokopi  Daftar Pembayaran Gaji  Induk PNS atas nama Pemohon pada

Dinas Pendidikan (SDN Kawalu) bulan November 2020, dengan Slip Gaji

Pemohon, tanggal 1 Juni 2020, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P.3;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan mengakui bukti

surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti  tertulis,  Pemohon juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,

bertempat  tinggal  di  Kota  Tasikmalaya,  di  bawah  sumpah,  memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa,  saksi  kenal  Pemohon  dan  Termohon dan  memiliki  hubungan

dengan Pemohon  sebagai adik kandung Pemohon; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  Pemohon dan  Termohon  menikah  pada

tanggal 22 Juni 1992 di KUA Kawalu Kota Tasikmalaya; 
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- Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon

tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Pemohon dan  Termohon telah

dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Pemohon dan

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi  sering terjadi  pertengkaran;  

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan

rumah tangga  Pemohon dan  Termohon disebabkan karena  Termohon

tidak menerima keadaan Pemohon sehingga  tidak taat dan tidak patuh

kepada Pemohon akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara  Pemohon dan  Termohon sudah pisah

rumah sejak kurang lebih 5 tahun sampai dengan sekarang dan sudah

tidak bersatu lagi; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

2. xxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,

bertempat  tinggal  di  Kota  Tasikmalaya,  di  bawah  sumpah,  memberikan

keterangan sebagai berikut :

 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon; 

 Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 1992 di KUA Kawalu

Kota Tasikmalaya; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan

Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Pemohon dan

Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
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sejak tahun 2011 yang mengakibatkan antara  Pemohon dan  Termohon

sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan

selama berpisah antara  Pemohon dan  Termohon tidak pernah bersatu

lagi; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran  Pemohon  dan  Termohon  disebabkan  karena Termohon

tidak menerima keadaan Pemohon sehingga tidak taat dan tidak patuh;

 Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi

mengetahui dari pengaduan Pemohon;

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  bantahannya,  Termohon  telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi  Surat  Pernyataan  yang  dibuat  oleh  Pemohon  pada

tanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota

Tasikmalaya, bukti  surat tersebut telah diberi  meterai  cukup, dinazegelen

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda T.1; 

2. Fotokopi  Kutipan Akta  Kelahiran  Nomor  3031/2001,  atas  nama

Zulfi  Sam Shiddiq,  Tanggal  10  Mei  2001,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

DInas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut

telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen  pos  dan  telah  dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

T.2; 

3. Fotokopi  Kutipan Akta  Kelahiran  Nomor  3996/2006,  atas  nama

Xxxxx,  Tanggal  28  Juli  2006,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  DInas

Kependudukan,  Keluarga  Berencana,  Tenaga  Kerja,  Kota  Tasikmalaya,

telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3; 

4. Fotokopi  Kartu  Mahasiswa  atas  nama  Zulfi  Sam  Shiddi  dari

Universitas  Siliwangi,  Tasikmalaya,  telah  dinazegelen  pos  dan  telah
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda T.4; 

5. Fotokopi  Kartu  Siswa  atas  nama  Xxxxx  dari  SMA  Negeri  4

Tasikmalaya, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Bahwa atas bukti surat tersebut,  Pemohon menyatakan mengakui bukti

tersebut;

Bahwa di  samping  alat  bukti  surat,  Termohon juga telah  mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan buruh harian,

bertempat  tinggal  di  Kota  Tasikmalaya,  di  bawah  sumpah,  memberikan

keterangan sebagai berikut :

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Pemohon dan

Termohon  telah  dikaruniai  3  orang  anak,  dan  anak  tersebut  saat  ini

tinggal  bersama  dengan  Termohon.  Ketiga  anak  tersebut  telah

menempuh pendidikan sekolah;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah

sejak  tahun  2016  yang  lalu  sampai  dengan  sekarang  dan  selama

berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran  Pemohon  dan  Termohon  disebabkan  bukan  karena

Termohon tidak taat dan tidak patuh melainkan Pemohon telah menikah

lagi;

 Bahwa, Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon dan

hingga saat ini tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

2. Xxxxx,  umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat

tinggal di Kota Tasikmalaya#,  di bawah sumpah, memberikan keterangan

sebagai berikut :

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Pemohon dan

Termohon  telah  dikaruniai  3  orang  anak,  dan  anak  tersebut  saat  ini
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tinggal  bersama  dengan  Termohon.  Ketiga  anak  tersebut  telah

menempuh pendidikan sekolah;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah

sejak  4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah

antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi lagi; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran  Pemohon  dan  Termohon  disebabkan  bukan  karena

Termohon tidak taat dan tidak patuh melainkan Pemohon telah menikah

lagi dengan perempuan bernama Nendeng seorang janda cerai;

 Bahwa, Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon dan

hingga saat ini tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  pada  pokoknya  tetap  pada

pendiriannya  untuk  bercerai  dengan  Termohon,  sementara  Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan pada

pokoknya mengenai konvenis mohon putusan yang seadil-adilnya. Sedangkan

mengenai gugatan rekonvensi mohon dikabulkan untuk keseluruhan;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  baik  dalam konvensi

maupun  dalam  Rekonvensi,  maka  ditunjuk  segala  sesuatu  yang  tercantum

dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini  sebagai  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa sebagai  seorang Pegawai  Negeri  Sipil,  Pemohon

telah  memperoleh  izin  atasan  untuk  mengajukan  permohonan  perceraian,

dengan  demikian  Pemohon telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  3  Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan
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dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  1990,  tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; 

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon dan  Termohon telah  dilakukan

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo Pasal  130 HIR jis

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian,  maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang,  bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

dan  pertangkaran  disebabkan  Termohon  tidak  taat  dan  tidak  patuh  kepada

Pemohon sehingga Pemohon pergi  meninggalkan Termohon akibatnya sejak

kurang lebih 5 tahun telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama

itu  pula  sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam

jawaban  dan  dupliknya  membenarkan  sebagian  dan  membantah  sebagian

yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonan  tersebut,

Pemohon telah mengajukan alat  bukti  surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang

saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang

berwenang  sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos

(nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  bukti  surat  tersebut  telah
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memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  mengenai  tempat  kediaman

Pemohon,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh  Pemohon,

sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti

bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang

berwenang  sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos

(nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  bukti  surat  tersebut  telah

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah

menikah dengan  Termohon pada tanggal  22 Juni 1992, relevan dengan dalil

yang  hendak  dibuktikan  oleh  Pemohon,  sehingga  telah  memenuhi  syarat

materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  terbukti  bahwa  Pemohon

dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juni 1992

di KUA Kawalu Kota Tasikmalaya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena  Pemohon dan  Termohon masih terikat

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio

memiliki  legal  standing  sehingga  Pemohon dapat  dinyatakan  sebagai  pihak

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3 merupakan  daftar  gaji  Pemohon  yang

diterima setiap bulan, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh  Pemohon,

sehingga  telah  memenuhi  syarat  materil,  dan  bukti  tersebut  akan

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Dindin bin U. Sukirman

dan Sri Hendrawati binti U. Sukirman, keduanya telah memberikan keterangan

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang

dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua

saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Pemohon mengenai

hubungan  Pemohon dan  Termohon serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Pemohon dan  Termohon,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh  Pemohon oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  171  HIR sehingga  keterangan  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  bantahannya  tersebut,

Termohon telah mengajukan alat  bukti  surat T.1  sampai  dengan T.5 serta 2

(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh

Pemohon, pada pokoknya menyatakan akan memenui kewajibannya dengan

memberikan yakni 1/3 dari penghasilannya setiap bulan untuk Termohon dan

anak-anaknya,  bukti  surat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti

tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga

telah  memenuhi  syarat  materil,  maka  dengan  demikian  bukti  tersebut  akan

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 dan T.3, merupakan akta otentik,

telah  bermeterai  cukup,  bernazegelen dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti

tersebut menjelaskan bahwa nama yang tertera pada Akta Kelahiran tersebut

adalah anak kandung Termohon dan Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi

syarat  formal  dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang,  bahwa  mengenai  bukti  T.4  dan  T.5,  merupakan  kartu

Mahasiswa/Pelajar,  bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga
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telah  memenuhi  syarat  materil,  maka  dengan  demikian  bukti  tersebut  akan

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon  telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

Xxxxx dan Xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan

Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  171  HIR  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  saksi  Termohon  bersesuaian  dan

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  Pemohon  dihubungkan

dengan jawaban Termohon, bukti  saksi-saksi Pemohon dan Termohon, serta

hal-hal yang terungkap di depan sidang, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa  setelah  pernikahan  berlangsung,  Pemohon  dengan

Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dan dari pernikahannya

tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2. Bahwa sejak awal tahun 2016 kondisi rumah tangga Pemohon dan

Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, hal mana disebabkan awalnya

Termohon tidak menerima keadaan Pemohon, hal  tersebut dapat diduga

karena faktor ekonomi, dan Termohon tidak menerima keadaan tersebut,

sehingga  memicu  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa  akibat  persoalan  tersebut  Pemohon  pergi  meninggalkan

Termohon.  Dan  setelah  pisah  tempat  tinggal  tidak  ada  lagi  hubungan

komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa  beberapa  tahun  kemudian  pasca  pisah  tempat  tinggal

Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama Nendeng;
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5. Bahwa,  baik  Majelis  Hakim dalam setiap  persidangan,  maupun

pihak  mediator  sudah  berusaha  mendamaikan  Pemohon dan  Termohon

untuk  dapat  rukun kembali akan  tetapi  tidak  berhasil,  karena  Pemohon

bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak  rukun  dan  harmonis  karena  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran akibatnya telah 4 (empat) tahun berturut-turut antara Pemohon

dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban

sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  mencapai  puncak

pecahnya  rumah  tangga  (broken  merriage)  dan  sudah  tidak  dapat  lagi

diperbaiki, sehingga tujuan perkawinan yang ingin dicapai yaitu hidup bahagia

kekal,  serta  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  warahmah

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Pasal  3 Kompilasi  Hukum Islam sudah tidak mungkin akan

terwujud  lagi  karena  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terbukti  terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan terjadinya

pisah  tempat  tinggal  serta  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  tidak  lagi

dijalankan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan

Termohon adalah  memutuskan  ikatan  perkawinannya  karena perceraian

tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan

Termohon;

Menimbang,  bahwa  tercapainya  keharmonisan  dalam  rumah  tangga

salah satu cara untuk menjaga hal tersebut adalah dengan mengedepankan

hak dan kewajiban antara suami istri, dan saling menghormati satu sama lain,

dan menumbuhkan rasa cinta dalam mengarungi bahtera rumah tangga; 

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta

dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak

akan pernah  menjadi  kenyataan,  bahkan kehidupan rumah tangga itu  akan

menjadi  belenggu  bagi  kedua  belah  pihak,  keadaan  itu  pula  menunjukkan
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ikatan  bathin  mereka terkoyak,  dan tidak  ada harapan untuk  rukun kembali

sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah

memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

a. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

عليم       سميع الله فان الطلق عزموا وان
Artinya  :  “Dan  jika  mereka  telah  berazam (bertetap  hati  untuk)  talak  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 
b. Pendapat  Dr.  Ahmad Al  Ghundur  dalam Kitab  Ath  Thalaq Minasy

Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 : 

الموجبة         إن  البغضاء وعروض الخلق تباين عند الخلص إلى الحاجة سببه

الله    حدود إقامة عدم

Artinya : “Sesungguhnya  sebab  diperbolehkannya  melakukan  perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika
terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami
istri  yang  mengakibatkan  tidak  adanya  kesanggupan  untuk
menegakkan  hukum  Allah”;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  telah  juga  memenuhi

ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang

Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum lslam

(KHl);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Pemohon  belum  pernah  menjatuhkan  talak,  maka  petitum

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan; 

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh

Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami

dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali,  terkecuali suami merujuk isrtri

selama istri masih dalam iddah;
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DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi

adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang,  bahwa  dalam  rekonvensi  ini,  Termohon  dalam  konvensi

selanjutnya  disebut  sebagai  Penggugat  Rekonvensi  dan  Pemohon  dalam

Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  hal-hal  yang  dikemukakan  dalam  bagian

konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi,  mutatis mutandis

dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  Rekonvensi  dalam  petitum  gugatan

rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1.  Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari  Penggugat Rekonvensi untuk

seluruhnya; 

2.  Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa:

2.1.  Biaya Pendidikan untuk ketiga anak Penggugat rekonvensi sejumlah

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2.2. Nafkah terhutang dari tahun 2016 sampai putusan berkekutan hukum

tetap (48 bulan) 1/3 dari gaji Tergugat rekonvensi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  rekonvensi  tersebut,  Tergugat

Rekonvensi  telah  menyampaikan  tanggapannya  yang  terangkum  secara

lengkap dalam duduk perkara.  Demikian pula dengan replik  rekonvensi  dan

duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  masing-masing  Penggugat  Rekonvensi  dan

Tergugat  Rekonvensi  telah  mengajukan  bukti  surat  dan  saksi-saksi

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan

rekonvensi; 

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil  konstatasi dalam Konvensi,

yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:
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 Bahwa  Penggugat  Rekonvensi   dan  Tergugat  Rekonvensi  telah

dikaruniai  3  orang  anak  dan  ketiga  anak  tersebut  telah  menempuh

pendidikan formal;

 Bahwa  selama  kepergiannya,  Tergugat  Rekonvensi  tidak  pernah

memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 tahun;

 Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz / nusyuz ;

 Bahwa  penghasilan  Tergugat  Rekonvensi  sejumlah  Rp.  5.254.700,00

(lima juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dikuarangi

angsuran kredit Tergugat rekonvensi pada Bank BJB Jawa Barat, sehingga

gaji  bersih yang diterima Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.204.881,00

(satu juta dua ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

 Bahwa Tergugat rekonvensi adalah seorang guru, maka dapat dipastikan

menerima tunjangan profesi guru setiap bulannya sejumlah 1 kali gaji pokok

Tergugat rekonvensi;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pengadilan  akan  mempertimbangkan

materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Biaya Pendidikan Anak  

Menimbang,  bahwa  terhadap  biaya  pendidikan  anak Penggugat

rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan

di atas, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak untuk memberikan biaya

pendidikan anak-anaknya sejumlah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi

karena  penghasilan  Tergugat  rekonvensi  tidak  cukup  untuk  mengabulkan

tuntutan Penggugat rekonvensi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas  bila  dikaitkan

dengan tuntutan nafkah  anak tersebut sejumlah Rp.   ,-(dua juta rupiah) per

bulan  sampai  anak  dewasa,  Pengadilan  mempertimbangkannya  sebagai

berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan

kewajiban  ayah  (in  casu  Tergugat  Rekonvensi)  atas  biaya  pendidikan anak

antara lain:  Pertama, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014

tentang  Perlindungan  anak dinyatakan  “Setiap  anak  berhak  memperoleh
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pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan

tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum

Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

لد لو ا نفقة ب ل ا على يجب و
Artinya:

Kewajiban  seorang  ayah  untuk  menafkahi  anak-anaknya  (Al-

Muhadzdzab II: 177)

( اب على فنفقته وام اب له من) فرع

Artinya:

(Bila)  anak  masih  memiliki  ayah  dan  ibu,  maka  yang  wajib

menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I’anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang,  bahwa  hikmah  dari  diwajibkannya  seorang  ayah  untuk

menafkahi  anak  dengan  memenuhi  kebutuhan  biaya  pendidikannya  adalah

agar  seorang  ayah  dapat  tetap  menjalin  ikatan  batin  yang  kuat  dengan

anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi

nafkah anaknya atas  biaya  pendidikan,  maka  seorang  ayah  akan  terbiasa

berkomunikasi  dan  memantau  perkembangan  anaknya  serta  mempererat

hubungan  interpersonal  antara  ayah dengan anak.  Dengan  demikian,  maka

akan  sangat  mudah  bagi  seorang  ayah  memantau  perkembangan  anaknya

sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi

anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan

dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari

itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah

untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-

nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan

terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang,  bahwa  atas  tuntutan  nafkah  anak  tersebut,  Tergugat

Rekonvensi menolak akan tanggungjawab biaya pendidikan atas anak tersebut

tetapi menurut padandangan Tergugat Rekonvensi tidak bisa ditentukan jumlah

besar kecilnya, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara
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mengenai  jumlah  nafkah  anak  yang  harus  ditunaikan  Tergugat  Rekonvensi

melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan

jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat

Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran

biaya  pendidikan anak  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  yang  akan

mempertimbangkan  dan  menetapkannya  sesuai  dengan  kepatutan  dan

kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  atas  bahwa  penghasilan

Tergugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp. 5.254.700,00 (lima juta dua ratus

lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dikuarangi angsuran kredit Tergugat

rekonvensi  pada  Bank BJB Jawa Barat,  sehingga gaji  bersih  yang diterima

Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.204.881,00 (satu juta dua ratus empat ribu

delapan  ratus  delapan  puluh  satu  rupiah),  ditambah tunjangan  profesi  guru

setiap bulannya sejumlah 1 kali gaji pokok Tergugat rekonvensi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  kemampuan  Tergugat

Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat biaya Pendidikan untuk

anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut yang layak dan

patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah

Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan

di  atas,  maka  beralasan  hukum  untuk  menghukum  Tergugat  Rekonvensi

membayar  biaya  pendidikan  anak  Penggugat  Rekonvensi  dan  Tergugat

Rekonvensi  melalui  Penggugat  Rekonvensi  sejumlah  Rp.  3.000.000,00  (tiga

juta rupiah) setiap bulan, setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak

tersebut selesai menempuh pendidikan formal diluar biaya kebutuhan sehari-

hari (nafkah anak);

Nafkah lampau terhutang 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  telah  ternyata

nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun
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waktu  48  bulan  karena  Tergugat  Rekonvensi  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama;

Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta  hukum  di  atas,  Pengadilan

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa hukum perkawinan baik  berdasarkan hukum positif

maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami

istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak

lain,  begitu  pun  sebaliknya.  Mengenai  hak  dan  kewajiban  suami  istri  diatur

dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal

30 – 34:

1. Suami-isteri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk

menegakkan  rumah  tangga  yang  menjadi  sendi  dasar  susunan

masyarakat;

2. Hak dan kedudukan isteri  adalah seimbang dengan hak

dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan

hidup bersama dalam masyarakat;

3. Suami  isteri  wajib  saling  saling  cinta  mencintai,  hormat

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada

yang lain;

4. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala

sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan

kemampuannya;

5. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:

1. Suami  isteri  wajib  saling  cinta  mencintai,  hormat  menghormati,

setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

2. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;

3. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
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4. Sesuai  dengan  penghasilannya  suami  menanggung  nafkah,

kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya

perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai

berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

6. Kewajiban suami  sebagaimana tersebut  di  atas  gugur  bila  istri

nusyuz;

7. Kewajiban  utama  bagi  seoarang  isteri  ialah  berbakti  lahir  dan

batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;

8. Isteri  dapat  dianggap  nusyuz  jika  ia  tidak  mau  melaksanakan

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal  83 ayat  (1)

kecuali dengan alasan yang sah;

9. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya

tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-

hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna

kepada  suaminya  sebagai  wujud  bakti  istri  kepada  suami  dan  tamkin  yang

sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai

dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna

maka saat itu pulalah suami memiliki  kewajiban untuk berusaha semaksimal

mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara

sempurna  dapat  dipahami  dari  beberapa  ketentuan  perundang-undangan

tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

a. Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan

oleh hukum islam;

b. Mampu menjaga diri  dan harta suaminya, yaitu memelihara diri

pribadinya  dari  segala  gangguan  maupun  fitnah  yang  dapat  merusak

keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di

rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk

ber-tamkin  secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al

Nisa ayat 34 yang artinya “…sebab itu maka wanita yang shalehah ialah

taat kepada Allah lagi memelihara diri  ketika suaminya tidak ada karena
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Allah  telah  memelihara  mereka”.  Kewajiban istri  untuk  menjaga diri  dan

harta  suami  juga  ditegaskan  dalam  salah  satu  hadits  nabi  yang

diriwayatkan dari  Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah

bersabda:

Artinya:

“Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka

ia  akan  menyenangkanmu.  Jika  kamu  menyuruhnya  maka  ia  akan

mentaatimu.  Dan jika kamu tiada di  sampingnya (bepergian) maka ia

akan menjaga dirinya dan hartamu”

a. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa

sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah

SAW  yang  diriwayatkan  dari  Ibnu  ‘Umar,  ia  berkata  bahwa  seorang

wanita  menemui  Rasulullah  SAW  dan  bertanya  kepadanya  “Wahai

Rasulullah,  Apa  kewajiban  isteri  kepada  suaminya?”  Rasulullah  SAW

menjawab:

Artinya:

“Janganlah ia (isteri)  menshadaqahkan sesuatu dari  rumahnya kecuali

dengan izinnya (suami).  Jika ia  melakukannya maka baginya (suami)

pahala dan baginya (isteri) dosa”. Ia mengulangi pertanyaannya: “Wahai

Rasulullah,  Apa  (lagi)  kewajiban  isteri  kepada  suaminya?”  maka

Rasulullah  menjawab:  “Ia  tidak  boleh  keluar  dari  rumahnya  kecuali

(mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan

izinnya”

Bahwa seorang isteri yang telah ber-tamkin sempurna berhak atas nafkah

dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-

tamkin sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan
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hak  yang  berkarakter  milk  al  tâm yaitu  hak  isteri  yang  dimiliki  sepenuhnya

(kepemilikan  sempurna).  Implikasinya,  jika  suami  tidak  menafkahi  isterinya

apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya,

maka nafkah  yang  tidak  dibayarkan  tersebut  menjadi  hutang  suami  kepada

isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil syara’ dalam kitab I’anatut Thalibin Juz IV

halaman  73  yang  selanjutnya  diambil  alih  sebagai  pendapat  Pengadilan

sebagaimana berikut yang artinya :Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi

menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu

karena  isteri  berhak  atas  itu  semua  (selama)  dalam tanggungan  suaminya

tersebut.

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau dengan

alasan  Penggugat  Rekonvensi  merupakan  isteri  yang  tidak  taat  karena

sehingga ia termasuk isri yang syuz sehingga tidak berhak nafkah;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas menurut

Pengadilan  telah  ternyata  tidak  dapat  dibuktikan  oleh  Tergugat  Rekonvensi,

justru  Tergugat  rekonvensi  sendiri  yang  pergi  meninggalkan  Penggugat

rekonvensi  dan  telah  menikah  lagi. Dengan  demikian,  maka  Penggugat

Rekonvensi  bukanlah  isteri  yang  nusyuz,  karenanya  sesuai  dengan  kaidah-

kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash-nash syar’i tersebut di

atas, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan

oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 48 bulan; 

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan

yang  telah  dilalaikan,  Pengadilan  akan  menentukan  berdasarkan  nilai  yang

layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang,  bahwa  ukuran  kelayakan  pembebanan  nafkah  setidaknya

mengacu pada beberapa hal, yaitu:

a. Kebutuhan riil seorang isteri;

b. Penghasilan faktual suami;

c. Apakah  isteri  ikut  bekerja  dan  membantu  memenuhi  nafkah

keluarga?

Menimbang,  bahwa  untuk  memperhitungkan  nilai  nafkah  yang  layak

dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali
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profil  penghasilan  Tergugat  Rekonvensi.  Berdasarkan  fakta  hukum  di  atas

penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah sejumlah  Rp.

5.254.700,00 (lima juta  dua ratus  lima puluh empat  ribu  tujuh  ratus  rupiah)

dikuarangi angsuran kredit  Tergugat rekonvensi pada Bank BJB Jawa Barat,

sehingga  gaji  bersih  yang  diterima  Tergugat  rekonvensi  sejumlah  Rp.

1.204.881,00 (satu juta dua ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh satu

rupiah), ditambah tunjangan profesi guru setiap bulannya sejumlah 1 kali gaji

pokok  Tergugat  rekonvensi.  Asumsi  dasar  yang  digunakan  adalah  bahwa

penghasilan seorang suami dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3

(sepertiga) bagaian untuk suami sendiri,  1/3 (sepertiga) bagaian untuk isteri,

dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Asumsi ini mewakili  kelaziman dalam

pengelolaan  nafkah  keluarga  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  asumsi  ini

mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarkat; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  potensi  kemampuan  Tergugat

Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Kota

Tasikmalaya  serta  kebiasaan  nafkah  yang  diterima  Penggugat  Rekonvensi

yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp.

5.000.000,00,- (lima juta rupiah) adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah

untuk Penggugat  Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang,  bahwa  dengan  mendasarkan  kepada  Surat  Edaran

Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Pemberlakuan

Rumusan Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar

Agama angka 1 menyatakan, “Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3

Tahun  2017  tentang  Pedoman  mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan

Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan

pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya

nafkah iddah,  mut’ah dan nafkah madhiyah dapat  dicantumkan dalam amar

putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar talak”, maka Majelis

Hakim  berpendapat  penghukuman  pembayaran  mut’ah  dan  nafkah  iddah

tersebut  dilaksanakan  sebelum  pengucapan  ikrar  talak  oleh  Tergugat

Rekonvensi;
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Menimbang,  bahwa  mengenai  pembebanan  tersebut  diatas  meskipun

Tergugat  rekonvensi  telah  membuat  pernyataan  berdasarkan  bukti  T.1,

Pengadilan  berpendapat  bahwa  kewajiban  Tergugat  rekonvensi  sebagai

Pegawai Negeri  Sipil  yang menceraikan istrinya untuk memberikan sebagian

gajinya kepada Penggugat rekonvensi yang telah diceraikannya sebagaimana

maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 45 tahun 1990 merupakan kewenangan instansi terkait;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  Pengadilan  berpendapat  telah  terdapat  cukup  alasan  untuk

mengabulkan  gugatan  Penggugat  Rekonvensi  untuk  sebagian  dan  menolak

menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak

satu  raj’i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Kota Tasikmalaya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;

2. Menghukum  Tergugat  rekonvensi  untuk  menyerahkan  kepada

Penggugat yaitu :

2.1. Biaya Pendidikan  anak-anak  Penggugat  rekonvensi  dan  Tergugat

rekonvensi  sejumlah Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah) setiap bulan
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hingga anak tersebut selesai menempuh pendidikan formal diluar biaya

kebutuhan sehari-hari;

2.2. Nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah

Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Kewajiban Tergugat tersebut pada angka 2.2 dibayarkan sebelum Tergugat

rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;

3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

 Membebankan  kepada  Pemohon  konvensi/Tergugat  rekonvensi

untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  491.000,-  (empat  ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi, bertepatan

dengan tanggal  26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I.

sebagai  Ketua Majelis,  Nurhasan,  S.H.I.  ME. dan  Ahmad Mufid  Bisri,  S.H.I.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga,  oleh  Ketua Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh  Rahayu

Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi;

Hakim Anggota

Nurhasan, S.H.I. ME.

Ketua Majelis

Taufiqurrahman, S.H.I.
Hakim Anggota

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I.
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Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  50.000,00

3. Panggilan : Rp.   375.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Meterai : Rp.               6.000  ,00  

Jumlah Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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